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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian penulis dapat menyimpulkan yaitu : 

1. Peran Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Gorontalo dalam pembinaan 

narapidana pecandu narkotika tentunya di upayakan bisa mencapai hasil 

yang maksimal sesuai harapan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 

Tentang Pemasyarakatan dan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 

Tentang Pemasyarakatan, dengan memberikan beragam pembinaan yang 

tepat (rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial) untuk masalah 

ketergantungan fisik dan psikis yang di alami narapidana pecandu 

narkotika. Namun pada kenyataannya Peran Lembaga Pemasyarakatan 

Klas IIA Gorontalo dalam pembinaan narapidana pecandu narkotika 

belum maksimal,  hal ini di buktikan dengan data narapidana residivis 

pecandu narkotika (narapidana residivis adalah narapidana yang berulang 

kali dijerat sanksi pidana). hal ini mengingat pembinaan yang di berikan 

masih belum sesuai untuk masalah (ketergantungan) yang ada di dalam 

diri narapidana pecandu narkotika dan tidak semua pembinaan berjalan 

dengan baik ini di karenakan terlalu banyak faktor yang menjadi 

penghambat dalam melakukan pembinaan. 

2. Adapun faktor penghambat dalam pembinaan yaitu faktor internal dan 

faktor eksternal meliputi : 
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a. Faktor internal Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Gorontalo, yaitu 

meliputi sarana dan  prasarana di lembaga pemasyarakatan yang 

kurang memadai, sumber daya petugas yang belum memadai dalam 

hal pengetahuan tentang narkotika, ketidakjelasan pembagian tugas 

untuk para petugas lembaga. selain itu, narapidana kurang membuka 

diri untuk menerima pembinaan 

b. Serta faktor ekternal yaitu, keluarga narapidana narkotika yang kurang 

memberi dukungan dalam hal membesuk, dan masyarakat yang 

kurang memahami peraturan besuk untuk narapidana pecandu 

narkotika di Lembaga Pemasyarakatan, serta masih menutup diri 

untuk menerima kembali narapidana setelah selesai menjalani 

hukuman ke tengah-tengah masyarakatdan. Selain itu Pemerintah 

yang kurang serius menfasilitasi dalam hal pembinaan di lembaga 

pemasyarakatan, dan memberantas pecandu narkotika. 

5.2 Saran  

1. Untuk Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Gorontalo, Peran perlu untuk di 

tingkatkan dalam hal pembinaan narapidana pecandu narkotika. Dalam hal 

ini memperhatikan program pembinaan di upayakan tepat untuk pecandu 

narkotika, keadaan Lembaga Pemasyarakatan baik itu sarana berupa 

gedung yang memadai tetapi juga prasarana berupa sumber daya manusia 

petugas Lembaga Pemasyarakatan, tenaga – tenaga ahli dalam melakukan 

pembinaan, adanya kejelasan pembagian tugas bagi seluruh petugas 
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Lembaga Pemasyarakatan serta memperbanyak kerja sama dengan pihak 

luar untuk penyelamatan khusus pecandu narkotika. 

2.  Untuk Pemerintah Melihat jumlah narapidana pecandu narkotika di 

Provinsi Gorontalo yang terus bertambah setiap tahun maka di harapkan 

Pemerintah lebih serius dalam penyelamatan penyalaguna dan pecandu 

narkotika dengan memfasilitasi panti rehabitasi di setiap provinsi di 

seluruh indonesia untuk mengatasi masalah ketergantungan yang mereka 

alami. Pemerintah juga perlu memperhatikan keadaan Lembaga 

Pemasyarakatan dan petugas  di dalamnya dengan menfasilitasi sarana dan 

prasarana yang memadai untuk melakukan pembinaan dan meningkatkan  

kesejahteraan petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam pembinaan 

narapidana narkotika. 

3. Untuk narapidana pecandu narkotika di sarankan membuka diri dan 

mengikuti pembinaan dengan baik karena sesungguhnya pembinaan 

sangat di butuhkan untuk memulihkan kondisi fisik dan psikis dan dan 

memperbaiki tingka laku narapidana. 

4. Untuk keluarga di sarankan lebih memberikan perhatian lebih baik dalam 

hal membesuk dan memberikan dukungan untuk menjalani pembinaan 

dengan baik. Agar diri narapidana bisa termotivasi atas dukungan orang – 

orang terdekat mereka. 

5. Untuk masyarakat luar disarankan untuk memahami peraturan besuk yang 

ada di dalam Lembaga Pemasyrakatan dan mau membuka diri dalam 

menerima kembali mantan narapidana ke tengah – tengah masyarakat luas 
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karena sesungguhnya mereka juga merupakan bagian yang sangat penting 

untuk bangsa Indonesia. 
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